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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik 
berpotensi pidana ada dua yaitu pertanggungjawaban pidana merupakan 
bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim berdasar 
peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya akan diadili melalui 
peradilan umum. Pertanggungjawaban yang kedua yaitu 
pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban profesi ditangani oleh 
Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung. 
Berdasar Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisal laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan 
diverifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa 
terkait dugaan pelanggaran kode etik, kemudian para pihak dan saksi 
dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan 
hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait 
dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan 
mengusulkan penjatuhan sanksi pada Mahkamah Agung. Hakim yang 
diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian mempunyai hak membela 
diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.  
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memaparkan saran 
sebagai berikut: 
1. Seluruh hakim di Indonesia kiranya dapat memahami dan 
mengamalkan kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam 
melaksanakan tugasnya, sehingga hakim sebagai corong Undang-
Undang dapat menegakkan keadilan tanpa campur tangan pihak lain 
serta dapat berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya maupun 
mengakui kesalahannya terkait dalam melakukan pelanggaran kode 
etik.  
2. Bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebaiknya mengadakan 
perbaikan terhadap Keputusan Bersama Mahkamah Agung Nomor 
                   
                  
  tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
agar mengatur secara jelas mengenai hakim yang wajib mematuhi 
kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
3. Pihak yang berwenang menegakkan kode etik hakim kiranya tidak 
memihak atau menjudge hakim pelaku pelanggaran kode etik tanpa 
mengumpulkan bukti serta memastikan bahwa hakim pelaku 
pelanggaran kode etik berpotensi pidana melaksanakan 
pertanggungjawaban agar citra kekuasaan kehakiman ditengah-tengah 
masyarakat menjadi lebih baik dan dapat dipercaya.  
  
85 
 
 
 
4. Bagi masyarakat dapat turut aktif untuk melaporkan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh hakim sehingga penegakan hukum terhadap 
hakim yang melakukan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti oleh 
pihak yang berwenang. 
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